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MOTTO 
 
مهعفنا س انلا ريخ  س انل  
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 
 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
 
 
x 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. VokalPanjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
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2.  ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dhamah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 
xiii 
 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. KataSandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhużuna 
3.  ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. HurufKapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  ليكلا اوفوأف نازيلماو  Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
ANDIKA CATUR PRASTYO, NIM: 15.21.1.1.057“PROSES MEDIASI 
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 
SYARIAH NOMOR 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr DALAM TINJAUAN 
MAṢLAḤAH MURSALAH”. Dari banyaknya lembaga-lembaga perekonomian 
yang melandaskan pada prinsip syariah yang akan membuka kemungkinan adanya 
persengketaan diantara para pihak dan dalam hal penyelesaiannya dapat melalui 
jalur mediasi. Seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa 
dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, 
mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat 
ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan 
prinsip dari mediasi adalah win-win solution. Dari proses ini juga akan dilihat 
kesesuaian antara proses mediasi di Pengadilan Agama Sragen dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.  Selanjutnya, dari proses mediasi 
tersebut akan ditinjau dari sisi Maṣlaḥah Mursalah. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan 
Agama Sragen dalam sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui kesesuaian 
antara proses mediasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 
serta ditinjau dari sisi Maṣlaḥah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field reseach) di Pengadilan Agama Sragen. Teknik pengumpulan data 
dengan cara wawancara kepada para pihak dan mediator. Kemudian dianalisis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, proses mediasi dalam sengketa ekonomi 
syariah tidak beda jauh dari sengketa lainnya dan dari penelitian yang sudah 
dilakukan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan yang ada. 
Perdamaian yang dilakukan para pihak terjadi di luar pengadilan dan  tidak 
adanya Akta Perdamaian.Berdasarkan  hal tersebut, akan menimbulkan suatu 
akibat hukum yang berbeda. Dari proses mediasi dari awal sampai pada akhir, jika 
dihubungkan dengan teori Maṣlaḥah Mursalahdapat diambil kesimpulan dari 3 
(tiga) tingkatan Maṣlaḥah Mursalahseperti al-dharûriyât, al-hâjiyat dan al-
tahsîniyât dan mencakup dua diantaranya. Yaitu al-hâjiyat dan al-tahsîniyât 
Kata Kunci: ProsesMediasi, Maṣlaḥah Mursalah, Sengketa Ekonomi Syariah 
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ABSTRACT 
 
ANDIKA CATUR PRASTYO, NIM: 15.21.1.1.057 “PROSES 
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 
EKONOMI SYARIAH NOMOR 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr DALAM 
TINJAUAN MAṢLAḤAH MURSALAH”. Many economic institutions which 
are based on sharia principles which will open up the possibility of disputes 
between the parties and in terms of settlement can be through mediation.A 
mediator's role is to help the parties to the dispute by identifying the disputed 
problem, developing choices, and considering alternatives that can be offered to 
the parties to reach an agreement in accordance with the principle of mediation is 
a win-win solution. This process will also see the compatibility between the 
mediation process in the Sragen Islamic Court and the Supreme Court Regulation 
No. 1 of 2016. Furthermore, the mediation process will be reviewed from the 
perspective of the Maslahah Mursalah. 
The purpose of this study is to find out how the mediation process in the 
Sragen District Court in sharia economic disputes and to determine the suitability 
of the mediation process with the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, as 
well as in terms of the Maslahah Mursalah. Thisresearch is field research which 
was conducted in theSragen Islamic Court. Data collection techniques used is by 
interviewing the parties and mediators.Datawereanalyzed by using qualitative 
descriptive methods. 
Based on the results of this study, the mediation process in Islamic 
economic disputes is not much different from other disputes and from the research 
that has been done, it is found that there is a non-compliance with the existing 
regulations. Where peace is carried out by the parties occurs outside the court and 
there is no Peace Act. Based on this, it will cause a different legal effect. From the 
mediation process from the beginning to the end, if connected with the theory of 
maslahah, the problem can be drawn from 3 (three) levels of the problem 
maslahah such as al-daruriyyat, al-tahsiniyyat and al-hajiyyat and covering two 
between is a al-tahsiniyyat and al-hajiyyat. 
Keywords: Mediation Process, Maṣlaḥah Mursalah, Sharia Economic 
Disputes   
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BAB I 
  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan 
logis, bahwa Islam merupakan suatu pedoman hidup (way of  life). Sebagai 
suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan mencakup 
keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan 
tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Dua 
bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah 
senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembagan kehidupan 
manusia. Syariah terdiri atas bidang Muamalah (sosial) dan bidang Ibadah 
(ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan Sang-
Pencipta-Nya (hablum minallah). Sedangkan muamalah digunakan sebagai 
aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (hablum 
minannas). Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus 
digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan 
kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah. 1 
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dihasilkan dari sebuah upaya 
manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi dengan cara yang sistematis, 
sehingga menumbuhkan keyakinan akan kebenaran al-Quran dan al-Hadits. 
Tentunya manusia memerlukan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dan 
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Suprayitno Eko, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, 
(Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), hlm. 1. 
 
 
 
 
mendapat pengakuan secara umum untuk membuktikan ekonomi Islam juga 
sebagai ilmu pengetahuan. 2 
Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini, banyak sekali 
tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga perekonomian yang dalam 
operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya 
bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. 
Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut 
tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan 
persengketaan di antara para pihak yang bersyariah. 3 
Bagi umat Islam di Indonesia, sengketa ekonomi syariah merupakan 
persoalan muamalah yang perlu dicari penyelesaiannya, karena itu lebih 
diutamakan, agar terciptanya kerukunan dan kedamaian sesama warga negara 
Indonesia khususnya umat Islam, karena sesungguhnya orang-orang beriman 
itu adalah bersaudara, dan dalam melaksanakan perdamaian lebih diutamakan 
dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan. 4 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa 
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 Sudarsono Heri, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm 12. 
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Syukri Iska, System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, 
(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 286. 
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yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan 
Agama. 5 
Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian 
sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan 
pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua 
belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan 
salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak yang lain. 6 
Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah 
yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah melalui mediasi. 
Mediasi di dalam Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 7 
Dalam hal ini mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa 
yang dapat digunakan oleh para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, 
guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai 
mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution), 
sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak 
menang atau pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses 
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 Syukri Iska, System Perbankan Syariah Di Indonesia......., hlm. 286. 
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Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional, (Jakarta: 
Media Grafika, 2009), hlm ix. 
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penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh 
hubungan silaturahmi. 8 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mendapat tempat dari 
sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu sistem hukum syariah, 
sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini 
menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang 
mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai 
makhluk sosial yang bermartabat. 9 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat.10 Pengertian mediasi yang diberikan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi 
merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar 
dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 
adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, 
pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai 
penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan 
keputusan. 11 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah......,. hlm. 306. 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569.   
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Penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari 
keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu 
mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang 
bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan 
mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan 
yang memudahkan mediator melakukan proses mediasi. Kedudukan mediator 
yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat 
membawa kegagalan. 12 
Seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa 
dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, 
mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat 
ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam 
menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran 
atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian 
sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam 
kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses 
mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari 
para pihak. 13 
Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian 
sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para 
pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah....., hlm 6. 
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menawarkan solusi lain, ketika para pihak dalam penyelesaian sengketa, atau 
para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam 
penyelesaian sengketa. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga 
yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, 
mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan 
membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. 14 
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti 
tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian 
sengketa adalah keinginan dan i’tikad baik para pihak dalam mengakhiri 
persengketaan mereka. Keinginan dan i’tikad baik ini, kadang-kadang 
memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan 
salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.15 
Maka dari itu perlu adanya kajian mendalam mengenai peran mediator 
sebagai pihak yang berperan penting dalam sebuah proses mediasi, karena 
peran yang dimainkan oleh mediator ini adalah sebagai pihak yang dapat 
membantu dalam tanda kutip membantu proses mediasi, agar tercapai 
kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak, seperti yang 
disebutkan di atas mengenai prinsip mediasi yaitu sama-sama menang (win-
win solution).  
Dengan ini, penulis hendak melakukan kajian mendalam terkait peran 
mediator dan apa saja yang dijadikan pijakan oleh mediator dalam sebuah 
 
       
14
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah......, hlm 9. 
 
       
15
Ibid,. hlm. 26. 
 
 
 
 
proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang akan ditinjau dari 
sisi kemaslahatannya untuk pihak yang bersengketa. Maka penelitian ini akan 
ditinjau dengan teori Maṣlaḥah Mursalah dengan judul “PROSES MEDIASI 
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 
SYARIAH NOMOR 0938/Pdt.G/2018/PA.SR DALAM TINJAUAN 
MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini 
dapat lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh 
penulis yaitu: 
1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen? 
2. Bagaimana perspektif Maṣlaḥah Mursalah terhadap proses mediasi di 
Pengadilan Agama Sragen Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr? 
C.  Tujuan Penelitian  
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini  adalah:  
1. Untuk mengetahui proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 
Agama Sragen Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr 
2. Untuk mengetahui perspektif Maṣlaḥah Mursalah terhadap proses mediasi 
sengketa ekonomi syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr di Pengadilan 
Agama Sragen.  
D. Manfaat Penelitian 
 
 
 
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis bagi semua pihak.  
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait 
perkara ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama dan 
memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah keilmuan 
khususnya di dalam ilmu syariah.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Mediasi dalam 
hal perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk  tahap berikutnya. 
2. Manfaat secara praktis 
Sebagai tolak ukur untuk perkara ekonomi syariah yang 
diselesaikan melalui jalur hukum yaitu peradilan dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap.  
E. Kerangka Teori 
1. Mediasi  
Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata 
inggris, yaitu mediation. Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi 
tentang mediasi.16 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi 
diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 
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Beberapa definisi tentang mediasi dapat dibaca dalam Gunawan Wijaya, 2001, Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, Op.Cit, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 90-92. 
 
 
 
 
 
suatu perselisihan sebagai penasihat.17 Sedangkan menurut penulis mediasi 
adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih 
melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang 
tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut 
mediator dengan tugas memberikan  bantuan prosedural dan substansial. 
Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat 
diidentifikasikan unsur-unsur esensial mediasi, yaitu18: 
a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan 
berdasarkan pendekatan mufakat atua konsensus para pihak; 
b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak 
yang disebut mediator; 
c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya 
membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian 
yang dapat diterima para pihak. 
Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi 
mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam 
proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan para pihak dan 
penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang 
bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. 19 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569.   
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Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan 
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan 
penumpukan perkara di Pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses 
mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan 
fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping 
proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).20 
Dalam hal mediasi, seorang mediator berperan membantu para 
pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang 
dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan 
alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai 
kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki 
kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi 
dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki 
kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi 
persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat 
berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para 
pihak.21 
Seorang mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif 
penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang 
dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator 
harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi 
 
       
20
 Takdir Rahmadi, MEDIASI: Penyelesaian Sengketa......., hlm. 154 
 
       
21
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional, (Jakarta: 
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memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah 
mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian 
sengketa meraka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga 
yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, 
mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan 
membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. 22 
2. Maṣlaḥah Mursalah 
Secara etimologis, kata Maṣlaḥah berasal dari kata ‘Salaha’ atau 
‘Salahu’ yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata “Fasada” 
yang berarti rusak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 
bahwa al-maṣlaḥah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan 
kebaikan, faedah, dan guna”. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, 
kebaikan, manfaat dan kepentingan. 23 
Secara terminologis, al-maṣlaḥah adalah kemanfaatan yang 
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan 
agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan 
diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun 
berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.24 Dengan mengacu kepada 
arti terminologis, para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi 
al-maṣlaḥah. Dari segi tingkatan (peringkat), al-maṣlaḥah dikategorikan 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah......, hlm. 9. 
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 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 117. 
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Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128. 
 
 
 
 
oleh mereka menjadi 3 (tiga) macam: al-dharûriyât, hâjiyat, dan 
tahsîniyât. Yang dimaksud al-dharûriyât adalah al-maṣlaḥah yang 
dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, 
demi tegaknya kehidupan manusia di dunia; sekiranya ia tidak ada akan 
rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama 
kelima jenis al-maṣlaḥah di atas (memelihara agama, jiwa, akal budi, 
kehormatan diri/ keturunan dan harta kekayaan). Yang dimaksud hâjiyat 
adalah al-maṣlaḥah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan 
demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi 
kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh. Sedangkan tahsîniyât adalah 
al-maṣlaḥah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi 
mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemulian bagi kehidupan 
manusia secara utuh-menyeluruh. 25 
Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia, baik dalam arti menarik atau dalam arti menolak atau 
menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Sedangkan 
kata mursalah berarti juga al-mutlaqah (bebas atau lepas).26 
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Maṣlaḥah Mursalah adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah 
baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-
Quran dan as-sunnah, baik diterima maupun ditolak. 27 
Imam as-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat mengatakan bahwa 
Maṣlaḥah Mursalah merupakan dalil yang dapat dijadikan sebagai metode 
penetepan hukum Islam. Namun sebagai sebuah dalil hukum, kata as-
Syatibi, Maṣlaḥah Mursalah belum disepakati validitasnya oleh para 
ulama ushul fiqh untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.28 
Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan 
kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan 
sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata 
kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, 
kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia 
melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan 
kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari 
kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.29 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, mencari 
data dan membandingkan tentang penelitian sebelumnya yang pernah 
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dituliskan dimana ada hubungannya dengan penulisan judul skripsi kali ini. 
Berdasarkan penelitian ini maka penulis menemukan berbagai penelitian 
sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.  
Pertama, skripsi dari Nur Hidayat, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, 
Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2011, yang berjudul: 
“Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)”. Yang 
mana kesimpulan dari penelitian ini ialah dilihat dari praktiknya, tingkat 
keefektifan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. 
Adapun beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap proses mediasi 
adapun salah satu penghambatnya ialah mengenai tidak adanya hakim yang 
bersertipikat mediator, hal ini mungkin menjadi kendala dari keberhasilan 
sebuah mediasi. Sebab, jika seorang hakim memiliki sertipikat mediator 
mungkin ia mempunyai trik dan strategi dalam proses perdamaian.30 
Mengenai persamaan dengan apa yang penulis kaji ialah mengenai objek yang 
dijadikan penelitian yaitu mediasi. Kemudian, perbedaan dengan apa yang 
penulis kaji adalah penulis lebih melakukan kajian mendalam terhadap 
alternatif atau solusi yang disampaikan kepada para pihak. Sedangkan, skripsi 
di atas lebih mengkaji pada efektif tidaknya Peraturan Mahkamah Agung No. 
1 Tahun 2008. 
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Kedua, skripsi dari Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017, yang 
berjudul: “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur 
Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”. 
Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan mediasi sebagai upaya damai 
dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari, mencapai 
kata berhasil, terbukti dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan 
melalui jalur mediasi. Dan adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan 
ini ialah peran mediator yang dapat menyentuh perasaan para pihak, sehingga 
para pihak dapat terbuka dan memperlancar jalannya proses mediasi. 
Selanjutnya ialah mengenai faktor sosial dan kebudayaan masyarakat 
wonosari yang mendukung keberhasilan mediasi yaitu masyarakat wonosari 
masih memiliki sifat gotong royong yaitu kesadaran untuk saling membantu 
diantara para pihak sehingga terjadi perdamaian dari kesepakatan diantara para 
pihak. 31 Mengenai persamaan dengan apa yang penulis kaji adalah soal 
objeknya, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi. 
Kemudian perbedaan dengan apa yang penulis kaji adalah skripsi di atas 
hanya kepada bentuk analisis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
melalui jalur mediasi, sedangkan, penulis lebih mengkaji soal penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi ini kemudian ditinjau dari sisi 
Maṣlaḥah Mursalah. 
 
       
31
Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui 
Jalur Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari (Studi: Pengadilan Agama Wonosari), Skripsi, 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017. 
 
 
 
 
 
Ketiga, skripsi dari Ahmad Hanifuddin, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2018, yang berjudul: 
“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi 
Perkara Nomor 1227/PDT.G/2017/PA.SMN di Pengadilan Agama Sleman 
(Studi: Pengadilan Agama Sleman)”. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa 
penelitian ini lebih berfokus pada analisis penyelesaian perkara ekonomi 
syariah saja. Dari penelitian ini ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan, dalam Pasal 3 ayat 2 dan surat keputusan mahkamah agung RI 
nomor 108/KMA/SK/VI/2016 yang mana harus menyebutkan nama hakim 
sebagai mediator. 32 Mengenai persamaan dengan apa yang penulis kaji adalah 
objek penelitian, yaitu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 
jalur mediasi. Kemudian perbedaan dengan apa yang penulis kaji adalah 
skripsi di atas lebih mengkaji mengenai bentuk kesesuaian antara praktik 
dengan teori. Sedangkan, yang penulis kaji adalah bentuk proses penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi dan kemudian proses tersebut 
dilihat dengan teori Maṣlaḥah Mursalah. 
Secara umum perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian di atas 
yaitu penulis lebih memfokuskan dari segi proses mediasi dalam penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Sragen 
ditinjau dengan teori Maṣlaḥah Mursalah. Penelitian ini menekankan apa saja 
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pedoman atau rujukan yang dijadikan seorang mediator untuk memperlancar 
sebuah proses mediasi agar dapat tercapai tujuan dari mediasi itu sendiri yaitu 
sebuah perdamaian. Selanjutnya pedoman-pedoman itu ditinjau dengan teori 
Maṣlaḥah Mursalah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian field research ( 
penelitian lapangan) mengenai perkara yang sudah dicabut dan guna 
mengumpulkan data beserta informasi secara langsung, serta kemudian 
data tersebut dikumpulkan dan dianalisis.33 
Hal terpenting dari penelitian ini adalah penelitian ini berangkat ke 
lapangan untuk mengadakan pengambilan data dengan wawancara 
terhadap fenomena yang terjadi dan kemudian hubungan mengenai jenis 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah 
mengenai bagaimana proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa itu berjalan. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang akan saya gunakan adalah data primer, sekunder 
dan tersier. Adapun data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:  
a. Data Primer  
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Data primer merupakan sumber penelitian secara langsung yang 
dilakukan pada subjek di lapangan sebagai sumber informasi yang 
ditulis.34 Sumber data ini berupa hasil wawancara kepada hakim yang 
menjadi mediator perkara tersebut dan para pihak terkait. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber penelitian yang digunakan 
sebagai penunjang untuk melengkapi suatu analisis.35 Data yang 
digunakan untuk penelitian ini  ialah Undang-Undang, Buku-buku 
terkait mediasi, karya ilmiah yang menyangkut tentang mediasi.  
c. Data Tersier 
Data tersier yaitu sumber penelitian yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
Seperti, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dll36 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sragen 
sebagai objek penelitian. Kemudian, penulis memulai penelitian ini pada 
bulan Desember 2018.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan yang digunakan dalam pengumpulan data ini 
sebagai berikut: 
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a. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan dialog atau tanya 
jawab secara langsung antara dua orang. Dalam hal ini melalui orang 
atau sumber tertentu yang dianggap atau dikatakan dapat memberikan 
data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 37 
Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara berkomunikasi kepada 
responden yaitu Hakim yang menjadi mediator dalam perkara tersebut 
dan para pihak yang bersangkutan. Wawancara ini menggunakan 
bentuk wawancara tidak terstruktur dan yang akan diwawancarai 
adalah hakim sebagai mediator perkara tersebut. Sedangkan untuk 
penentuan narasumbernya, penulis menggunakan teknik purposive 
sampling (sampling bertujuan).  
b. Dokumentasi  
Yaitu pengumpulan data yang dihasilkan dari peninggalan 
tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pemikiran, teori, 
dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. 38 
5. Teknik Analisis Data  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis dekriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan dan kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara kualitatif guna 
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mendapatkan kejelasan dari yang dibahas dan dapat memaparkan dalam 
bentuk penjelasan. 39 
Penjelasan yang dimaksud disini adalah tentang data-data yang 
diperoleh dilapangan mengenai proses mediasi di Pengadilan dan 
kemudian dianalisis menggunakan teori Maṣlaḥah Mursalah. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk 
kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk 
memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. 40 
Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai  
berikut:41 
a. Reduksi Data  
Reduksi data yaitu proses pengumpulan data penelitian, yang 
mana peneliti dapat menentukan kapan waktu untuk mendapatkan data 
yang dibutuhkan, peneliti dapat menerapkan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan subjek yang 
diteliti. Dalam proses ini peneliti harus dapat menarik data dari 
lapangan dalam bentuk catatan dan diuraikan atau dikhususkan untuk 
data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. 
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b. Penyajian Data 
Dalam sebuah penelitian, peneliti mendapatkan banyak data, 
kemudian data tersebut dipaparkan semuanya. Penyajian data dapat 
dianalisis terlebih dahulu oleh peneliti dengan cara disusun secara 
sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjawab dan 
menguraikan masalah yang diteliti.  
c. Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan analisa lanjutan dari reduksi dan 
penyajian data sehingga dapat disimpulkan. Kemudian dalam cara 
pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis 
menggunakan metode deduktif yaitu metode yang berangkat pada 
pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan 
bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang 
bersifat khusus. 
H. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara 
menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan panduan penulisan 
proposal dan skripsi Fakultas Syariah yaitu ada lima bab, yang mana dari 
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.  
BAB I Pendahuluan  
Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistem penulisan.  
 
 
 
 
BAB II Landasan Teori Tentang Mediasi dan Maṣlaḥah Mursalah 
Pada bab ini menguraikan tentang pengertian umum mengenai proses 
mediasi dan pengertian umum mengenai Maṣlaḥah Mursalah. Kemudian 
mengenai prosedur mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016. 
BAB III Pelaksanaan Proses Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr 
Pada bab ini menguraikan data yang diperoleh dari penelitian yang 
meliputi pelaksanaan proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen dan keterangan hasil 
wawancara kepada para pihak.  
BAB IV Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Penerapan Proses Mediasi 
Pada Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/Pa.Sr  
Pada bab ini menguraikan analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap 
penerapan proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.SR di Pengadilan Agama Sragen.  
BAB V Penutup 
Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari data penelitian yang 
telah dilakukan dan dianalisis oleh penulis. Bab ini juga berisi kritik dan saran 
penelitian yang dilakukan untuk kedepannya penelitian yang selanjutnya lebih 
memfokuskan pada hukum tertentu. 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI TENTANG MEDIASI DAN 
MAṢLAḤAH MURSALAH 
C. Konsep Tentang Mediasi 
1. Pengertian Mediasi 
Mediasi secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, 
mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang 
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 
menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada  di 
tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak 
memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga 
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehinggan 
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.42 
Adapun pengertian lain mengenai mediasi menurut Takdir Rahmadi, 
yang menyatakan bahwa, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 
antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan 
bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.43 
Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak 
berpihak (imparsial), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang 
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sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat 
diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (deadlock).44 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikuksertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat.45 
Disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 adalah46: 
a. Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui perundingan antara 
pihak yang berperkara, 
b. Perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang 
berkedudukan dan berfungsi: 
1) Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan  
2) Berfungsi sebagai pembantu atau penolong (helper) mencaria 
berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang 
terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak. 
Secara umum mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian 
sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang 
bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para 
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pihak tetapi menunjang untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan 
keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.47 
2. Dasar Hukum Mediasi 
Sejarah pemberlakuan mediasi wajib di Pengadilan Indonesia memiliki 
riwayat yang cukup panjang, yaitu sejak Tahun 2003 berdasarkan Perma 
(seterusnya disingkat dengan sebutan Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang 
digantikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian digantikan pula 
oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku saat ini. Pemberlakuan mediasi 
di Pengadilan tidak didasarkan pada perintah atau mandat undang-undang 
tetapi berdasarkan Perma. Dengan kata lain, pemberlakuan mediasi di 
pengadilan didasarkan pada kebijakan dan visi Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia (MARI) tentang arti penting mediasi sebagai sebuah cara 
penyelesaian sengketa. 48 
Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016 
mewajibkan Para pihak dalam perkara-perkara perdata yang diadili di 
pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk terlebih dahulu menempuh 
mediasi sebelum perkara-perkara itu diputus atau diadili oleh Hakim kecuali 
untuk perkara perdata tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) 
Perma Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 
memerintahkan setiap Hakim, Mediator, Para Pihak/ Kuasa Hukum wajib 
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mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pasal 3 ayat (2) 
Perma Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan Hakim pemeriksa perkara untuk 
menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan 
perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.49 
3. Prosedur Mediasi  
Setiap perkara gugatan, sebelum pokok perkaranya disidangkan, 
hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para 
pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg. Perdamaian 
yang dimaksudkan pada pasal 130 HIR/ 154 RBg tersebut dijabarkan secara 
teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi, diganti 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi kemudian diperbarui kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2016. 50 
Peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dalam 
bab 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan tentang 
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pedoman mediasi di pengadilan, pada pasal 2 dan 3 disebutkan tahapan dan 
prosedur mediasi yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya. 51 
Pasal 2 berbunyi “ (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam 
Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di 
Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. 
(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.52 
Pasal 3 berbunyi, (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ atau 
kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 
mediasi. (2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib 
menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi 
dengan menyebut nama mediator. (3) Hakim pemeriksa perkara yang tidak 
memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak 
tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. (4) Dalam hal 
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau 
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat 
Pertama untuk melakukan proses mediasi. (5) Ketua Pengadilan menunjuk 
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mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. (6) 
Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimannya pemberitahuan putusan sela 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (7) Ketua Pengadilan 
menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (8) 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , Hakim Pemeriksa 
Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan 
putusan.53 
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian 
sengketa di pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan 
sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan 
imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan 
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian 
sengekta melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang 
sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-
win solution).54 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 
manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri 
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persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Kesediaan para 
pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu 
mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di 
antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang 
dapat disepakati oleh kedua belah pihak. 55 
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti 
tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian 
sengeketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri 
persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang 
memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan 
salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. 
Mediasi dapat memberika sejumlah keuntungan antara lain:56 
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan 
relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 
pengadilan atau ke lembaga arbitrase.  
b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.  
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpastisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.  
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d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya.  
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. 
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa 
karena mereka sendiri yang memutuskannya.  
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga aribitrase.  
Adapun tujuan lain yang bisa didapatkan dari proses mediasi ini 
adalah sebagai berikut:57 
a. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami 
alasan/ penjelasan/ argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak 
yang lain. 
b. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalilnnya komunikasi 
yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.  
c. Dengan  adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi 
rasa marah atau bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain. 
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d. Memahami kekurangan/ kelebihan/ kekuatan masing-masing, dan hal ini 
diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang 
bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.  
5. Prinsip-prinsip Mediasi 
Prinsip dasar (basic prinsiples) adalah landasan filosofis dari 
diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan 
kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam 
menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi 
lahirnya institusi mediasi. Davis Spencer dan Michael Brogan merujuk pada 
pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini 
dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. 58 
Prinsip pertama yaitu prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Yang 
dimaksud kerahasiaan disini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam 
pertemuan yan diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang 
bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-
masing pihak. Demikian dengan sang mediator juga harus menjaga 
kerahasiaan tersebut, serta menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi 
mediasi. 59  
Prinsip kedua yaitu, sukarela atau volunteer. Masing-masing pihak 
yang bersengketa menghadiri proses mediasi tersebut atas dasar keinginan 
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sendiri secara sukarela dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak 
manapun. 60 
Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini 
didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya 
mempunyai kemampuan untuk menegoisasikan masalah mereka dan dapat 
mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan dalam hal ini 
harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau penyelesaian 
sebaiknya tidak dipaksakan dari luar.61  
Prinsip keempat, netralitas dan neurality. Didalam mediasi, peran 
mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik 
para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol 
proses berjalan atau tidaknya mediasi. 62 
Prinsip yang kelima atau terakhir adalah solusi yang unik atu a unique 
solution. Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus 
sesuai dengan standara legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. 
Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti 
keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsop pemberdayaan 
masing-masing pihak.63 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki 
karakteristik yang merupakan ciri pokok uang membedakan dengan 
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penyelesaian sengketa yang lain. karakteristik tersebut dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 64 
a. Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, dimana para pihak 
dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator 
berusaha melakukan diskuis dan perundingan untuk mendapatkan 
keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.  
b. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu prose pengambilan 
keputusann dengan bantuan pihak tertentu. 
c. Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator 
yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil 
akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan 
mediasi. 
D. Konsep Tentang Maṣlaḥah Mursalah 
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
Secara etimologis, kata Maṣlaḥah berasal dari kata ‘Salaha’ atau 
‘Salahu’ yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata “Fasada” yang 
berarti rusak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa 
maṣlaḥah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan 
guna”. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan 
kepentingan.65 
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Secara terminologis, al-maṣlaḥah adalah kemanfaatan yang 
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan 
agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri 
serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa 
pemeliharaan harta kekayaan mereka.66 Dengan mengacu kepada arti 
terminologis, para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi al-
maṣlaḥah. Dari segi tingkatan (peringkat), al-maṣlaḥah dikategorikan oleh 
mereka menjadi 3 (tiga) macam: al-dharûriyât, hâjiyat, dan tahsîniyât. Yang 
dimaksud al-dharûriyât adalah al-maṣlaḥah yang dikandung oleh segala 
perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan 
manusia di dunia; sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan hancurlah 
kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis al-maṣlaḥah di 
atas (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan diri/ keturunan, dan 
harta kekayaan). Yang dimaksud hâjiyat adalah al-maṣlaḥah yang dikandung 
oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, 
kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh-
menyeluruh. Sedangkan tahsîniyât adalah al-maṣlaḥah yang dikandung oleh 
segala perbuatan dan tindakan demi mendatagkan keindahan, kesantunan, dan 
kemulian bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.67 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata 
“al-maṣlaḥah” artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. 
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Sedangkan kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” 
juga diartikan dengan lawan kata/ kebalikan dari kata “mudharat” yang 
berarti rugi atau buruk.68 
Penalaran istislahiah (al-istislahiah, al-maslahih al-maṣlaḥah, di 
indonesiakan dengan istislahiah) adalah kegiatan penalaran terhadap nash 
(Al-Quran dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada pengunaan 
pertimbangan maṣlaḥah dalam upaya untuk:69 
a. Menemukan (merumuskan atau membuat) hukum syara’dari sesuatu 
masalah (aturan fikih dan siyasah syar’iyyah);  
b. Merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari sesuatu perbuatan 
(perbuatan hukum). 
Adapun maṣlaḥah secara sederhana adalah kemaslahatan, 
pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan 
kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari 
kemudaratan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan 
masyarakat. Bahkan ada penulis yang menerjemahkan maslahat dengan 
“kepentingan umum”.70 
Dengan demikian, al-maṣlaḥah al-mursalah adalah suatu 
kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 
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pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan 
syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan 
kejelasan kejadian hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang 
sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan 
pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka 
kejadian tersebut dinamakan al-maṣlaḥah al-mursalah. Tujuan utama  al-
maṣlaḥah al-mursalah adalah memelihara kemaslahatan dari 
kemadharatan dan menjaga kemanfaatan. 71 
Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali 
untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan 
keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan 
keberatan dari mereka; padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia 
tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; 
dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru 
bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan 
berkembang akibat perbedaan lingkungan. 72 
2. Dasar Hukum Maṣlaḥah Mursalah 
Dasar hukum diberlakukannya Maṣlaḥah Mursalah ada beberapa 
dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Maṣlaḥah Mursalah 
diantarannya: 
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⧫◆   
⧫❑ ✓☺◼➔ 
    
Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam” (Q.S. al-Anbiya: 107) 73 
 
⧫  ⬧ 
◆ ⬧→❑  
→◼▪ ◆ 
☺   
➔◆ ◆❑◆◆ 
⧫✓⬧☺     
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 
dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” 
(Q.S. Yunus: 57) 74 
Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, 
karenanya kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia 
berkenaan dengan al-maṣlaḥah baru yang terus berkembang dan 
pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip maṣlaḥah yang mendapatkan 
pengakuan syara’ saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan 
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kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan 
terabaikan.75 
 
3. Syarat-syarat berlakunya Maṣlaḥah 
Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam 
memfungsikan maṣlaḥah mursalah, yaitu76: 
a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu 
yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 
kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 
negatif yang ditimbulkan. 
b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, 
bukan kepentingan pribadi.  
c. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan ketentuan 
yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, atau 
bertentangan dengan ijma’.  
Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana yang 
tertulis dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahrah, menjelaskan bahwa 
syarat-syarat Maṣlaḥah Mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah77: 
 
       
75
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh terjm. Moh Zuhri Ahmad Qarib, (Semarang: Toha 
Putra Group, 1994), hlm. 118 
 
       
76
 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 153. 
 
 
 
 
 
a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil 
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah). 
oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang qat’i 
dan harus sesuai dengan maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar’i. 
b. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang 
sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan 
kepada kelompok rasionalitas akan dapat diterima.  
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu diambil 
maka akan menyebabkan kesulitan.  
Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat 
mencegah penggunaan sumber dalil ini (maṣlaḥah mursalah) tercabut dari 
akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-
nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan 
maṣlaḥah mursalah.78 
4. Objek Maṣlaḥah Mursalah 
Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui 
bahwa lapangan al-maṣlaḥah al-mursalah selain berlandaskan pada hukum 
syara’ secara umum, juga harus di perhatikan adat dan hubungan antara satu 
manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk 
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mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam 
lapangan tersebut. 79 
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa al-maṣlaḥah al-mursalah itu 
difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-
Quran maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada 
penguatnya melalui suatu i’tihar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak di 
dapatkan adanya Ijma’ dan Qiyas yang berhubungan dengan kejadian 
tersebut.80 
5. Pembagian Maṣlaḥah 
Adapun Ulama-ulama Ushul membagi maṣlaḥah kepada tiga bagian 
yaitu: 
a. Maṣlaḥah“dar’ul-mafasid dan maṣlaḥah ini sering disebut dengan 
maṣlaḥah dharûriyât”. 81 
Yang dimaksud dengan dharûriyât adalah segala sesuatu yang esensial 
sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau 
harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak 
diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat 
membuat kehidupan menjadi fatal.  
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Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima 
macam perkara yang dikenal dengan “al-Maqasidul Khamsah” atau “Ad 
Daruriatul Khamsah” yaitu82: 
1) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad 
untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi 
orang yang mencoba menganggu umat Islam dalam menjalankan 
kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam 
dan lain sebagainya. 
2) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan 
kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan, 
begitu pula; hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan 
kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan 
lain sebagainya. 
3) Akal, untuk maksud ini silam antara lain mensyariatkan larangan 
minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal 
dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya 
dan lain sebagainya 
4) Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan 
perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat dan 
menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. 
5) Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan 
menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang 
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melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang 
membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain 
sebagainya. 
b. Maṣlaḥah “Jalbul Masalih” dan sering disebut pula dengan  hâjiyat, yang 
dimaksud dengan hâjiyat ini adalah segala sesuatu yang sifatnya 
merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan 
usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul 
berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan. Untuk perwujudan 
kemaslahatan ini antara lain Islam mensyari’atkan hukum-hukum 
keringanan dalam berbagai lapangan, misalnya mengqasar dan menjama’ 
salat dalam perjalanan, tayamum diwaktu tidak ada air, membeli barang 
dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitasnya. 83 
 
⧫  
❑⧫◆ ⬧ 
☺➔ ◼ 
❑◼ 
❑➔⬧ ❑ 
⧫◆ ◼ 
⧫☺ 
❑⬧◆ 
 
→◼◆ ◼ 
✓⧫➔⬧  ◆ 
  
⬧  ◆ 
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 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber......., hlm. 106. 
 
 
 
 
 
   
◼⧫   ◆ 
⧫◼   
⧫  
☺⬧ ◆ 
◼⬧  ⧫ 
❑☺☺◆⧫⬧ ➔ 
⬧ ❑⬧⬧ 
→❑❑ 
◆   ⧫ 
  ➔◆ 
→◼⧫  ⚫⧫ 
⬧◆  
⧫⬧ ▪◆ 
⧫☺➔ ◼⧫ 
→➔⬧ ◼   
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan 
tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya 
kamu bersyukur”. (QS. al-Maidah ayat 6) 84 
c. Tahsîniyât juga sering disebut dengan “at-tatamiyat”yang dimaksud 
tahsîniyât adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer 
bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika 
diinginkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. 85 
 
       
84
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan: New Cordova (Bandung: Syamsil 
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➔ ⧫ ⧫▪ ⬧ 
  ⚫⧫ 
◼⧫➔ 
⧫◆  
  ➔  
⧫ ❑⧫◆  
❑◆⬧ ◆ 
⬧ ⧫❑⧫ 
☺◆  
  
⧫ ❑⬧ 
⧫❑⬧➔⧫     
 
32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 
yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 
yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu 
(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 
khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Al-
A’raf: 32) 86 
Mengenai hubungan antara tiga kategori maqashid ini, seperti telah 
diuraikan oleh para ulama ditetepkan secara berjenjang, mulai dari yang 
paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu dharûriyât 
(keperluan dan perlindungan yang bersifat asasiah, dasariah, primer, 
elementer, fundamental), hâjiyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat 
sekunder, suplementer), dan tahsîniyât (keperluan dan perlindungan yang 
bersifat tersier, komplementer). Hubungan antara ketiga jenis dan tingkatan 
keperluan dan perlindungan ini oleh Asy-Syatibi dijelaskan sebagai berikut87: 
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a. Al-dharûriyât adalah dasar bagi hâjiyat dan tahsîniyât. 
b. Kerusakan dharûriyât akan menyebabkan kerusakan seluruh hâjiyat dan 
tahsîniyât. 
c. Kerusakan hâjiyat dan tahsîniyât tidak akan menyebabkan kerusakan 
dharûriyât. 
d. Kerusakan seluruh hâjiyat atau kerusakan seluruh tahsîniyât akan 
mengakibatkan kerusakan sebagaian dharûriyât. 
e. Keperluan dan perlindungan hâjiyat dan tahsîniyât perlu dipelihara untuk 
kelestarian dharûriyât. 
Dengan uraian di atas terlihat bahwa dharûriyât adalah pokok dan 
landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat bawahnya. 
Keberadaan dua yang terakhir (hâjiyat dan tahsîniyât) tergantung penuh 
kepada dharûriyât; dengan arti kalau yang pertama tidak ada maka dua yang 
di bawahnya menjadi tidak bermanfaat. Adapun keberadaan dharûriyât tidak 
bergantung kepada dua yang dibawahnya, dengan arti kalaupun dua yang 
dibawahnya tidak ada sama sekali, dharûriyât masih akan tetap ada, walaupun 
tidak dalam bentuk yang sempurna. Jadi, keberadaannya tidak tergantung 
kepada dua yang dibawahnya. Tetapi untuk kesempurnaan dharûriyât, maka 
hâjiyat dan tahsîniyât harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaan. 88 
6. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah 
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Sebagai hujjah, Maṣlaḥah Mursalah diperselisihkan para ulama. 
Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu89: 
a. Menurut jumhur ulama Maṣlaḥah Mursalah tidak dapat dijadikan 
dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argumen yaitu: 
1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang 
memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan 
tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa 
mengundangkannya.  
2) Maṣlaḥah Mursalah itu berada di antara maṣlaḥah mu’tabarah dan 
maṣlaḥah mulghah, dimana menyamakannya dengan maṣlaḥah 
mu’tabarah belum tentu lebih sesuai daripada menyamakannya 
dengan maṣlaḥah mulghah, karenannya tidak pantas dijadikan 
hujjah.  
3) Berhujjah dengan Maṣlaḥah Mursalah dapat mendorong orang-
orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu 
dan membela kepentingan penguasa. 
b. Menurut imam malik Maṣlaḥah Mursalah adalah dalil hukum syara’. 
Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan 
argumen sebagai berikut: 90 
1) Nash-nash syara’ menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk 
merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan 
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Maṣlaḥah Mursalah sejalan dengan karakter syara’ dan prinsip-
prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.  
2) Kemaslahatan manusia serta sarana  mencapai kemaslahatan itu 
berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya 
berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash 
saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan 
dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. 
3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya 
banyak melakukan ijtihad berdasarkan maṣlaḥah dan tidak ditentang 
oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma’. 
c. Menurut al-Ghazali Maṣlaḥah Mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya 
maṣlaḥah dharûriyât. Sedang maṣlaḥah hâjiyat dan maṣlaḥah tahsîniyât 
tidak dapat dijadikan dalil.91 
Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori 
Maṣlaḥah Mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat 
hukum karena pada dasarnya Allah telah menciptakan segala hal di dunia ini 
tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh dari hal 
itu, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran: 191,  
⧫⧫ ⧫⧫ 
 ☺◆ ❑➔➔◆ 
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◼⧫◆ ❑ 
⧫⧫⧫◆   
◆❑◆ ◆ 
◆◆ ⧫ ◼ 
 ⧫ ⬧ 
⬧ ⧫  
   
191.” (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, 
Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, 
Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
 PROSES MEDIASI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH NOMOR 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN 
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A. Sejarah Pengadilan Agama Sragen  
 Pengadilan Agama Sragen sebagai lembaga Peradilan Agama secara 
formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinannya yang bernama R. 
Hasan Zaenal Musthofa. Sebelum itu pernah dikenal semenjak tahun 1870 di 
Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah 
KesultananKasunanan Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan di atur 
dan ditentukan oleh Sultan Kasunan Surakarta yang bertindak selaku waliyul 
‘amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama 
sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen.93 
 Pada periode ini sudah barang tentu Badan Peradilan Agama yang 
diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasaannya, hanya dalam 
daerah Surakarta saja. Diluar daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan 
Peradilan Agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama lain 
yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kesunanan Surakarta 
tersebut. Sebelum tahun 1870 pernah juga dikenal di daerah Sragen bentuk 
peradila yang sangat sederhana yang umumnya disebut “Tahkim” yaitu masa 
permulaan Islam memasuki daerah Sragen. 94 
 
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen  
 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A merupakan Pengadilan Agama 
tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
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perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang 
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi 
Syariah. Adapun visi dan misi-nya yaitu:95 
Visi: 
Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan 
Agama Sragen Kelas 1A. 
Misi: 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 
transparansi. 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat.  
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 
dan efisien. 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sragen 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan 
salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan 
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peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan 
keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang 
yang beragama Islam.96 
 Pengadilan Agama Sragen yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 
di bidang: perkawinan, warism wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, 
dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
 Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sragen 
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut97: 
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006). 
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 
baik menyangkut teknis yudisial, adminitrasi peradilan, maupun 
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 
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pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar 
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 
53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap 
pelaksanaan adminitrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: 
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 
diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).  
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 
keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya: 
a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas 
Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006). 
b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 
 
 
 
 
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan.  
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen  
 (PERMA NO. 7 TAHUN 2015) Struktur organisasi Pengadilan Agama 
Sragen mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Pengadilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan.98 
 Nama-nama pegawai atau pejabat Pengadilan Agama Sragen yaitu 
sebagai berikut:  
Jabatan Nama 
Ketua Drs. Suhardi, S.H 
Wakil Ketua - 
Sekretaris Bambang Sutiyo, S.H 
Hakim 1. Drs. H. Hamdani, S.H 
2. Drs. H. Muhd. Jazuli 
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pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 11.00 WIB. 
 
 
 
 
3. Drs. H. Sanwar, S.H., 
M.Hum 
4. Drs. H. Mohamad Chabib 
5. Drs. H. Achmad Baidlowi 
6. Dra. Artenis 
7. Drs. Muh. Mahfudz 
8. Muhammad Harits, S.Ag 
9. Drs. H. Humaidi 
Panitera H. M. Sihono, S.H 
Panitera Muda Permohonan 1. Hj. Eni Kustiyah, S.H 
2. Totok Purwanto, S.Pd 
Panitera Muda Gugatan - 
Panitera Muda Hukum 1. Hj. Haniek Farida, S.Ag 
2. Taufiq Nor Rachman, S.Hi 
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan 1. Sri Harjanti, S.E 
2. Tiara Melda Azima, S.H 
3. Wagiya 
Kasub. Bag. Kepegawaian Reza Sahrizal, S.Kom 
Kasub. Bag. Perencanaan IT & 
Pelaporan 
Istyowati, S.E 
Panitera Pengganti 1. Sumadi, S.H 
 
 
 
 
2. Gigih Nuryahdi, S.H 
3. Muh. Dawam, S.H 
Juri Sita/Pengganti 1. Riyanto, A.Md 
2. Ahmad Atas Muhrof, S.Hi 
3. Eko Wahyudi, S.H 
4. Dyan Al Arief, S.E 
5. Tri Kustanto  
6. Ratna Yosa, A.Md 
   Sumber: SIIP Pengadilan Agama Sragen 
E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama 
Sragen 
 Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen 
tentu saja melalui beberapa prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, 
prosedur tersebut antara lain adalah prosedur administratif sebagaimana yang 
telah diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama.  
 Adapun prosedur tersebut sebagai berikut99:  
1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan papan informasi 
Pengadilan Agama Sragen dengan membawa surat gugatan atau 
permohonan 
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 Berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 
Agama.  
 
 
 
 
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan 
surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) ramgkap. Untuk surat 
gugatan ditambah sejumlah tergugat. 
3. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu 
berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya 
perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah 
mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 
182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua kalinya atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan 
catatan:  
a. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo 
(Cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan 
melampirkan surat keterangan dari Lurah dan Kepala Desa setempat 
yang dilegalisir oleh camat.  
b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0.00 
dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) didasarkan 
pada Pasal 237-245 HIR. 
c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau 
berperkara secara prodeo. Maka Pemohon atau Penggugat dalam 
surat gugatan atau permohonannya, harus menyebutkan alasan untuk 
berperkara secara prodeo dalam petitumnya.  
 
 
 
 
4. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau 
permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). 
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat 
gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM). 100 
6. Pemegang kas menandatangi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara 
dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan 
atau permohonan. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran 
panjar biaya perkara ke bank. 101 
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip 
penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut 
sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor 
urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara 
menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar 
yang tertera dalam slip bank tersebut. 102 
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8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari 
petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut 
dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada 
pemegang kas. 103 
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali 
kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas 
dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali 
kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) serta surat gugatan atua permohonan yang 
bersangkutan.  
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atua 
permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta 
tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Petugas meja 
kedua mendaftar/ mencatat surat gugatan atau permohonan dalam 
register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan 
atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang 
diberikan oleh pemegang kas.  
11. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1(satu) rangkap surat gugatan 
atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak 
berperkara.  
12. Pendaftaran selesai, pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/ 
jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan 
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Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang Pemeriksaan Perkaranya 
(PHS).104 
  Diatas merupakan tata cara penyelesaian sengeketa ekonomi syariah 
secara administratif di Pengadilan Agama Sragen, yang dilaksanakan sesuai 
dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama. Dan juga prosedur tersebut dipajang di papan informasi 
Pengadilan Agama Sragen agar dapat dilihat oleh masyarakat pencari 
keadilan, untuk mempermudah mereka dalam proses penyelesaian 
administrasi.  
F. Proses Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.SR di Pengadilan Agama Sragen  
  Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan 
tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 
perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 
130 HIR/ 154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, 
maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis 
hakim. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini 
merupakan pelanggaran terhadapa ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg, yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. 105 
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  Pengintergrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat 
memutus (ajudikatif). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  
yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok 
perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama 
tersebut yang tidak menangani perkaranya.106 
Sebagai berikut adalah prosedur mediasi yang sesuai dengan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016:107 
Pasal 2 berbunyi “ (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam 
Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di 
Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. 
(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.108 
Pasal 3 berbunyi, (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ atau 
kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 
mediasi. (2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib 
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menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi 
dengan menyebut nama mediator. (3) Hakim pemeriksa perkara yang tidak 
memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak 
tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. (4) Dalam hal 
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau 
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat 
Pertama untuk melakukan proses mediasi. (5) Ketua Pengadilan menunjuk 
mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. (6) 
Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimannya pemberitahuan putusan sela 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (7) Ketua Pengadilan 
menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (8) 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , Hakim Pemeriksa 
Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan 
putusan.109 
  Proses mediasi di Pengadilan Agama Sragen yaitu pertama, pemilihan 
mediator yang dilakukan oleh para pihak, memilih mediator dari luar atau 
dalam Pengadilan. Jika para pihak memilih mediator dari dalam Pengadilan, 
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maka hakim (mediator) tersebut bukanlah yang bagian dari dewan majelis 
yang mengadili tersebut.110 
  Setelah ditentukan mediator, yang kedua yaitu para pihak dipertemukan 
dalam satu majelis. Antara pihak penggugat dan terguggat atau diwakilkan 
oleh kuasa hukum masing-masing dipertemukan dalam satu majelis, dan 
dalam majelis tersebut dihadiri pula oleh mediator (hakim) sebagai pihak 
ketiga yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.111 
  Ketiga, para pihak menguraikan permasalahannya. Dalam hal ini para 
pihak menjelaskan kepada mediator tentang permasalahannya, sampai para 
pihak mengerti permasalahannya tersebut dan ditemukan jalan keluarnya atau 
solusinya. Sebisa mungkin mediator mendamaikan agar sengketa tidak 
berlanjut sampai kepada persidangan. 112 
  Keempat, mediator memberikan solusi-solusi dan alternatif. Mediator 
(hakim) memberikan jalan keluar atau solusi dan yang terbaik unutk kedua 
belah pihak. Tidak merugikan salah satu pihak atau tidak adil bagi salah satu 
pihak. Solusi dan alternatif tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak.113 
  Terakhir para pihak memberikan kesimpulannya. Maksudnya disini 
yaitu para pihak dapat memberikan jawaban akhir dari perdamaian tersebut. 
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Apakah setuju berdamai atau tetap akan melanjutkan perkara tersebut ke 
dalam persidangan. 114 
  Pada tanggal 23 Mei 2018 Pengadilan Agama Sragen menerima 
gugatan sengketa ekonomi syariah dengan Nomor register 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr. Dengan Penggugat adalah Fakhruddin Nur, S. Si 
sebagai  Direktur Operasional PT BPRS Sukowati Sragen, yang dalam hal ini 
memberikan Kuasa kepada Catur Danarto, selaku Karyawan PT. BPRS 
Sukowati Sragen yang beralamat di Mojomulyo RT. 01 RW. 10 Kelurahan 
Sragen Kulon. Kemudian yang menjadi Tergugat adalah Wagiyo pekerjaan 
sebagai Wiraswasta dengan alamat di Sidorejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Ngrombo, 
Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen yang dalam hal ini memberikan Kuasa 
kepada Hermanu Al Fatah, SH., advokat yang beralamat kantor di Sambirejo 
RT. 003 RW. 001, Banaran, Desa Sambungmacan, Sragen. 
  Duduk perkara dari sengketa ekonomi syariah ini adalah Bapak Wagiyo 
selaku pihak Tergugat melakukan pinjaman ke PT. BPRS Sukowati Sragen. 
Seiring dengan berjalannya waktu Bapak Wagiyo mengalami kredit macet, 
yang mana merugikan pihak Penggugat yaitu PT. BPRS Sukowati Sragen. 
Adapun hal yang dapat dilakukan pihak Penggugat jika terjadi kredit macet 
adalah dengan pihak Penggugat dapat langsung melakukan pelelangan 
terhadap jaminan yang dijaminkan pihak Tergugat pada Penggugat ke 
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau Pihak 
Penggugat dapat membawa hal ini ke jalur Litigasi. Dan pihak PT. BPRS 
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Sukowati Sragen memilih untuk menempuh jalur Litigasi, yangmana perkara 
ini diajukan pada tanggal 23 Mei 2018 ke Pengadilan Agama Sragen.115  
  Dalam persidangan pertama, para pihak menyetujui untuk dilakukannya 
proses mediasi dengan menunjuk mediator dari dalam Pengadilan yaitu 
Bapak Humaidi. Berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 24 Juli 2018 
dilaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut:  
1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 24 Juli 
2018, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sragen yang dihadiri 
oleh kedua belah pihak, akan tetapi keduanya tetap bersikeras pada 
pendiriannya masing-masing. Sehingga tidak tercapai kesepakatan.  
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka mediasi dinyatakan TIDAK 
BERHASIL.  
Setelah dilakukan wawancara oleh penulis kepada para pihak terkait 
yaitu, Bapak Humaidi selaku mediator, Bapak Hermanu selaku Kuasa Hukum 
dari pihak Tergugat dan Bapak Catur selaku Kuasa dari pihak PT. BPRS 
Sukowati Sragen. Diketahui keterangan sebagai berikut: 
Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr berakhir damai walau diselesaikan di luar 
pengadilan. Dalam hal ini, pada saat proses mediasi, mediator 
merekomendasi untuk dilakukannya proses musyawarah terlebih dahulu di 
luar pengadilan dan disepakati oleh para pihak dengan isi bahwa, pihak 
Debitur yaitu Bapak Wagiyo sebagai tergugat dalam perkara ini telah 
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berkenan untuk melunasi kredit macetnya pada PT. BPRS Sukowati Sragen. 
116 Dengan adanya kesepakatan ini, maka PT. BPRS Sukowati Sragen yang 
dikuasakan kepada Bapak Catur mencabut perkaranya. Jadi, perkara ini 
berakhir dengan damai, tetapi tidak ada akta perdamaian. Dikarenakan 
perdamaian yang disepakati oleh para pihak tidak di dalam lingkup 
Pengadilan Agama Sragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS PROSES MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF 
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH NOMOR 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr DALAM TINJAUAN MAṢLAḤAH MURSALAH 
A. Analisis Pelaksanaan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Sragen 
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Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang tidak 
hanya mempercepat dan mempermudah proses mediasi, tetapi juga 
memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan 
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian 
mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu 
instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 
penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 
(ajudikatif).  
Dalam hal ini di Pengadilan Agama Sragen untuk setiap perkara 
perdata yang masuk, hakim wajib mengupayakan proses mediasi terlebih 
dahulu, dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 130 HIR/ 154 
Rbg yang menyebutkan, bahwa setiap gugatan yang diajukan, sebelum pokok 
perkaranya disidangkan, hakim wajib untuk mengupayakan sebuah 
perdamaian terlebih dahulu. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang 
Prosedur Mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.  
  Proses mediasi di Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut 
yaitu, yang pertama, pemilihan mediator yang dilakukan oleh para pihak, 
memilih mediator dari luar atau dalam Pengadilan. Jika para pihak memilih 
mediator dari dalam Pengadilan, maka hakim (mediator) tersebut bukanlah 
yang bagian dari dewan majelis yang mengadili tersebut. 
  Setelah ditentukannya mediator, yang kedua yaitu para pihak 
dipertemukan dalam satu majelis. Antara pihak penggugat dan tergugat atau 
 
 
 
 
diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing dipertemukan dalam satu 
majelis, dan dalam majelis tersebut dihadiri pula oleh mediator (hakim) 
sebagai pihak ketiga yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang 
bersengketa. 
  Ketiga, para pihak menguraikan permasalahannya kepada mediator. 
Dalam hal ini para pihak menjelaskan kepada mediator tentang 
permasalahannya, sampai para pihak mengerti permasalahannya  tersebut dan 
ditemukan jalan keluarnya atau solusinya. Sebisa mungkin mediator 
mendamaikan agar perkara tidak berlanjut sampai kepada persidangan. 
  Keempat, mediator memberikan solusi-solusi dan alternatif. Mediator 
(hakim) memberikan jalan keluar atau solusi dan yang terbaik untuk kedua 
belah pihak. Tidak merugikan salah satu pihak atau tidak adil bagi salah satu 
pihak. Solusi dan alternatif tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. 
  Terakhir para pihak memberikan kesimpulannya. Maksudnya disini 
yaitu para pihak dapat memberikan jawaban akhir dari perdamaian tersebut. 
Apakah setuju berdamai atau tetap akan melanjutkan perkara tersebut ke 
dalam persidangan. 
  Dalam hal ini, sebuah proses mediasi yang terjadi di Pengadilan yang 
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah 
apabila mediasi berhasil, maka akan diterbitkannya Akta Perdamaian untuk 
para pihak. Yang mana, Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan 
hukum tetap sebagaimana putusan. Jadi, apabila telah diterbitkan Akta 
Perdamaian, maka perkara tersebut tidak dapat digugat kembali.  
 
 
 
 
  Apabila terjadi perdamaian di luar pengadilan yang sesuai dengan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, BAB VIII Pasal 36, yang 
pada intinya, para pihak dapat mendapatkan Akta Perdamaian sebagai bukti 
bahwa sengeketa tersebut telah disepakati untuk berdamai dengan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan melampirkan hasil dari 
kesepakatan perdamaian tersebut, sebagai alat bukti yang menunjukkan 
hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.  
  Sedangkan, proses mediasi di Pengadilan Agama Sragen Nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.SR tidak berbeda jauh dengan proses mediasi pada 
perkara perceraian. Yang membedakan hanyalah pada tahap setelah 
identifikasi permasalahan. Setelah mediator mendengarkan penjelasan para 
pihak dan keinginan para pihak, kemudian mediator memberikan altetnatif-
alternatif atau solusi-solusi yang dapat ditawarkan untuk para pihak.  
  Adapun kelebihan yang didapat dari diadakannya suatu proses mediasi 
adalah dari segi waktu bisa lebih efektif atau tidak berlarut-larut. Kemudian, 
dari segi biaya dapat menekan biaya perkara dan dari segi hasil yang didapat 
dengan adanya proses mediasi adalah hasil akhir yang didapat bersifat adil 
untuk kedua belah pihak. Dikarenakan, berdasarkan prinsip mediasi itu 
sendiri yaitu win-win solution.  
Jadi, proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah Nomor 
0938/Pdt.G/2018/PA.Sr secara garis besar sama dengan proses mediasi pada 
perkara perceraian. Yang membedakan hanya pada alternatif-alternatif yang 
ditawarkan oleh mediator setelah dilakukanya tahap identifikasi masalah. 
 
 
 
 
Adapun kelebihan yang didapat dari dilaksanakannya suatu proses mediasi 
adalah dari segi waktu, biaya dan hasil. 
B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Proses Mediasi Sengketa 
Ekonomi Syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr  
Maṣlaḥah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu 
permasalahan yang ada ketentuan nash yang jelas, namun kejadian tersebut 
dapat membawa kepada suatu manfaat serta menghilangkan kemadaratan, 
maka itulah yang dinamakan Maṣlaḥah Mursalah. Tujuan utama dari 
Maṣlaḥah Mursalah itu sendiri adalah kemaslahatan yang memelihara dan 
menjaga kemanfaatannya.  
Sedangkan, peraturan yang mengatur soal mediasi adalah Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam 
bab 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan tentang 
pedoman mediasi di pengadilan, pada pasal 2 dan 3 disebutkan tahapan dan 
prosedur mediasi yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya. 117 
Pasal 2 berbunyi “ (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam 
Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di 
Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. 
(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan 
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Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.118 
Pasal 3 berbunyi, (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ atau 
kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 
mediasi. (2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib 
menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi 
dengan menyebut nama mediator. (3) Hakim pemeriksa perkara yang tidak 
memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak 
tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. (4) Dalam hal 
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau 
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat 
Pertama untuk melakukan proses mediasi. (5) Ketua Pengadilan menunjuk 
mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. (6) 
Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimannya pemberitahuan putusan sela 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (7) Ketua Pengadilan 
menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (8) 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , Hakim Pemeriksa 
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Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan 
putusan.119 
Dalam hal ini, prinsip dari diadakannya suatu mediasi adalah (win-win 
solution), kemudian mengenai tujuan dari mediasi itu sendiri disamping 
meminimalisir penumpukan perkara, juga bertujuan untuk mempercepat, 
mempermudah penyelesaian perkara dan menghilangkan dendam dan 
memperteguh hubungan silaturahmi.  
Mediator sebagai pihak ketiga dalam membantu suatu permasalahan 
harus bersifat imparsial atau tidak memihak. Seorang mediator juga berperan 
melakukan identifikasi persoalan, kemudian mengembangkan pilihan dan 
mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk 
mencapai tujuan dari mediasi itu sendiri yaitu damai.  
Penelitian ini berfokus pada alternatif yang ditawarkan oleh mediator 
kepada para pihak disaat proses mediasi berlangsung. Hal inilah yang menurut 
penulis termasuk dalam Maṣlaḥah Mursalah pada tingkatan Hâjiyat. Hâjiyat 
ini adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi 
manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam 
kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan 
kemaksiatan. 
Adapun kemaslahatan yang didapat para pihak dari dilaksanakannya 
proses mediasi ini adalah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa  
 ودس افلماؤردلحاصلما بلج  
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Artinya: “Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat” 120 
Berdasarkan salah satu kaidah fiqh di atas dan syarat-syarat dari 
berlakunya maṣlaḥah, jika ditarik hubungan dari proses mediasi tersebut yaitu: 
1. Dari pihak Bapak Wagiyo, kemanfaatan yang didapat dari adanya 
perdamaian tersebut adalah Bapak Wagiyo terhindar dari proses eksekusi 
yang dijaminkan ke pihak PT. BPRS Sukowati Sragen jika tidak 
disepakatinya perdamaian tersebut. Kemudian dari segi waktu dan biaya 
lebih efektif. Dikarenakan, jika proses mediasi berhasil, disamping 
menekan biaya perkara juga dari segi waktu sengketa antara kedua belah 
pihak dapat diselesaikan secara cepat. 
2. Untuk pihak PT. BPRS Sukowati Sragen, kemanfaatan yang didapat dari 
adanya perdamaian tersebut adalah pihak PT. BPRS Sukowati Sragen 
menerima kembali haknya yaitu uang yang dipinjamkan ke Bapak Wagiyo 
dan uang tersebut dapat diputar kembali untuk kelangsungan PT. BPRS 
Sukowati Sragen. Kemudian dari segi waktu dan biaya lebih efektif. 
Dikarenakan, jika proses mediasi ini berhasil disamping menekan biaya 
perkara juga dari segi waktu sengketa antara kedua belah pihak dapat 
diselesaikan secara singkat. 
Dalam hal ini, ada 3 tingkatan dalam teori Maṣlaḥah Mursalah adalah 
al-dharûriyât, hâjiyat, tahsîniyât. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang 
menjadi fokus penulis, maka dapat dipetakan sebagai berikut: 
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1. Hâjiyat, yang merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang 
seharusnya dilakukan usaha untuk pemenuhannya. Jika dalam 
kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan 
kemaksiatan. Sedangkan, dalam hal ini, proses mediasi yang telah 
dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator, dapat mencapai 
kesepakatan untuk berdamai atas rekomendasi yang diberikan mediator 
pada proses mediasi. Tetapi, dalam sengeketa ini perdamaian terjadi di luar 
pengadilan. Jadi, tidak ada Akta Perdamaian yang terbit. Kemudian 
berdasarkan hâjiyat, yangmana dilakukan dengan cara dipertemukannya 
para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator atau biasa 
disebut dengan proses mediasi. Setelah dilakukannya proses mediasi, 
mediator memberikan rekomendasi untuk musyawarah dan alhasil dari 
rekomendasi tersebut, para pihak menyetujui untuk berdamai. Berdasarkan 
proses mediasi ini, maka, hal ini masuk dalam tingkatan hâjiyat. Karena, 
proses mediasi ini melahirkan suatu perdamaian yang akan menghindarkan 
para pihak dari kesulitan.  
2. Tahsîniyât, al-maṣlaḥah yang dikandung oleh segala perbuatan dan 
tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemulian bagi 
kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh. Dalam hal ini, jika dikaitkan 
dengan apa yang menjadi fokus penulis, maka, dari segala proses mediasi 
yang telah dilalui dan mencapai suatu kesepakatan damai. Adapun 
kesepakatan damai itulah menjadi suatu bentuk dari terciptanya suatu 
hubungan silaturahmi yang indah dan santun untuk kedepannya bagi para 
 
 
 
 
pihak. Berdasarkan kriteria dari tingkatan tahsîniyât, kesepakatan damai 
ini sudah sesuai. Dikarenakan, proses mediasi beserta hasil dari proses 
mediasi tersebut yaitu kesepatakan damai, dapat mendatangkan suatu 
keindahan dan kesantunan dalam suatu hubungan silaturahmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan analisis di atas, maka penelitian ini dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sragen khususnya 
sengketa ekonomi syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr secara garis 
 
 
 
 
besar tidak berbeda jauh dengan proses penyelesaian melalui jalur 
mediasi pada perkara perceraian . Yang membedakan hanyalah pada saat 
setelah mediator melakukan tahap identifikasi permasalahan. Setelah 
dilakukannya tahap tersebut, kemudian mediator memberikan alternatif-
alternatif atau solusi yang dapat ditawarkan kepada para pihak. Adapun 
kelebihan yang didapat dari diadakannya proses mediasi adalah dari segi 
waktu dapat lebih efektif atau tidak berlarut-larut. Kemudian, dari segi 
biaya dapat menekan biaya perkara dan dari segi hasil yang didapat 
dengan adanya proses mediasi adalah hasil akhir yang didapat lebih 
bersifat adil untuk kedua belah pihak. Dikarenakan, berdasarkan prinsip 
mediasi itu sendiri yaitu win-win solution. Jadi, proses mediasi pada 
sengketa ekonomi syariah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr secara garis 
besar sama dengan proses mediasi pada perkara perceraian. Yang 
membedakan hanya pada alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh 
mediator setelah dilakukanya tahap identifikasi masalah. Adapun 
kelebihan yang didapat dari dilaksanakannya suatu proses mediasi adalah 
dari segi waktu, biaya dan hasil. 
2. Adapun proses mediasi pada Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Sr di 
Pengadilan Agama Sragen yang dianalisis dengan teori Maṣlaḥah 
Mursalah dapat diketahui bahwa dari tiga (3) tingkatan Maṣlaḥah 
Mursalah yaitu al dharûriyât, hâjiyat, tahsîniyât. Kemudian didapatkan 
dua tingkatan yang ada korelasi antara teori dengan praktek yang terjadi 
dilapangan. Yaitu sebagai berikut, pada tingkatan hâjiyat, proses mediasi 
 
 
 
 
itu sendirilah yang masuk dalam kriteria hâjiyat. Dikarenakan proses 
mediasi tersebut menghindarkan para pihak dari kesulitan. Dan untuk 
tingkatan tahsîniyât, seluruh proses mediasi itu sendiri dan hasil dari 
mediasi itu yaitu perdamaian yang disepakati oleh para pihak. Dengan 
adanya kesepakatan itu mendatangkan keindahan dan kesantunan dalam 
hal silaturahmi.  
B. Saran-saran 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka 
disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Sebaiknya, untuk sengketa-sengketa yang baru nanti ke depannya lebih 
diutamakan melalui jalur mediasi. Di samping untuk meringankan para 
pihak dan agar tidak mengeluarkan biaya besar untuk persidangan sampai 
adanya putusan. Disamping kesadaran para pihak dibutuhkan juga iktikad 
baik dari para pihak.  
2. Untuk kedepannya lebih mementingkan suatu pemecahan masalah 
dengan musyawarah mufakat, seperti yang tersirat dalam Undang-undang 
Dasar 1945 sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusrawaratan perwakilan.  
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